BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1745, 2016 KEMENKEU. Anggaran Bantuan Pemerintah K/L.
Pelaksanaan. Mekanisme. Perubahan.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 173/PMK.05/2016
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
168/PMK.05/2015 TENTANG
MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH
PADA KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyaluran anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga dan
dalam rangka pelaksanaan kewenangan Menteri
Keuangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2)
huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, telah ditetapkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang
Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah
pada Kementerian Negara/Lembaga;

b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan kegiatan
dan penyederhanaan pertanggungjawaban keuangan
Bantuan Pemerintah, perlu dilakukan perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
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Mengingat

Menetapkan

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan

Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga,;

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang
Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5423);

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan
Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1340);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
168/PMK.05/2015 TENTANG MEKANISME PELAKSANAAN
ANGGARAN BANTUAN PEMERINTAH PADA KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian

Negara/Lembaga, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:



(1)

(2)
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Pasal 6
PA menyusun pedoman umum dan petunjuk teknis
dalam rangka penyaluran Bantuan Pemerintah.
PA menunjuk Pejabat Eselon I yang bertanggung
jawab terhadap program Bantuan Pemerintah dalam
rangka menyusun petunjuk teknis penyaluran
Bantuan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada

ayat (1).

Ketentuan pada Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 7

Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

ayat (2), memuat:

O ® N o kb=

—_
— O

dasar hukum pemberian Bantuan Pemerintah;
tujuan penggunaan Bantuan Pemerintah;
pemberi Bantuan Pemerintah;

persyaratan penerima Bantuan Pemerintah;
bentuk Bantuan Pemerintah;

rincian jumlah Bantuan Pemerintah;

tata kelola pencairan dana Bantuan Pemerintah;
penyaluran dana Bantuan Pemerintah;
pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah;
ketentuan perpajakan; dan

sanksi.

Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berikut:

Pasal 8
PPK melakukan seleksi penerima Bantuan
Pemerintah berdasarkan kriteria/persyaratan yang
telah ditetapkan di dalam petunjuk teknis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
Seleksi penerima Bantuan Pemerintah sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sebelum
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(3)

(4)

(5)

tahun anggaran berjalan.
Berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), PPK menetapkan Surat Keputusan
penerima Bantuan Pemerintah yang disahkan oleh
KPA.
Surat Keputusan penerima Bantuan Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan
dasar pemberian Bantuan Pemerintah.
Penetapan Surat Keputusan oleh PPK dan
pengesahan Surat Keputusan oleh KPA sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan setelah DIPA
berlaku efektif.
Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:
a. untuk Bantuan Pemerintah dalam bentuk

barang/jasa paling sedikit memuat:

1. Identitas penerima bantuan;

2. Jumlah barang/jasa; dan

3. Nilai nominal barang/jasa
b. untuk Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang

paling sedikit memuat:

1. Identitas penerima bantuan;

2. Nominal Uang; dan

3. Nomor rekening penerima bantuan untuk

Bantuan Pemerintah dalam bentuk uang
yang disalurkan melalui mekanisme

transfer.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut:

(1)

Pasal 10
Pemberian Penghargaan dalam bentuk barang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf
b dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
9 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui mekanisme

pengadaan barang dan jasa dengan cara:



(2)

(3)
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a. Kontraktual; atau

b. Swakelola.

Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan
Perundang-undangan yang mengatur mengenai
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Pengadaan barang dan/atau jasa yang akan
disalurkan kepada penerima Bantuan Pemerintah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
termasuk pelaksanaan penyaluran barang dan/atau
jasa sampai dengan diterima oleh penerima Bantuan
Pemerintah.

Pencairan dana dalam rangka pengadaan barang
dan/atau jasa yang akan disalurkan kepada
penerima  Bantuan = Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui
mekanisme:

a. LS ke rekening penyedia barang/jasa; atau

b. UP.

Pelaksanaan penyaluran pemberian penghargaan
dalam bentuk barang dan/atau jasa kepada
penerima  Bantuan = Pemerintah sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh:

a. PPK; atau

b. Penyedia barang dan/atau jasa sesuai

perjanjian/kontrak.

5. Ketentuan ayat (2) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16

berbunyi sebagai berikut:

(1)

Pasal 16
Pencairan  bantuan  operasional sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan
berdasarkan perjanjian kerjasama antara PPK
dengan penerima bantuan operasional yang telah
ditetapkan dalam Surat Keputusan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3).



